BUPATIGARUT
PERATURANBUPATIGARUT
NOMOR 392 TAHUN 2010

TENTANG

KEWENANGAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH (RSUD) dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dengan
status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian
atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan

barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas
dan/atau efisiensi;

Menimbang

®

b. bahwa dalam menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih
bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat
serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung
kelancaran pelayanan RSUD dr. Slamect Garut, perlu diatur
kewenangan pengadaan barang dan/atau jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut
tentang Kewenangari Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut dengan Status Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
Penuh. '

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembeintukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); '

2. Undang-Undang Nomor 28 Tiahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisine (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indones .ia Nomor 3851); ’
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Taahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421),

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent ang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5072);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4578),

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tamhahan
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15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Tiahun 2008 Nomor 27);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan
Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2008 Nomor 39).

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999
tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

2. Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.461-Ortala’/2009 tentang
Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut

dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) Penuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PENGADAAN
BARANG DAN/ATAU JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(RSUD) dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(PPK-BLUD) PENUH.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Garut ini, yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.

3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalan Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produkti vitas.
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Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah
pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dan barang/jasa BLUD pada
batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut, yang selanjutnya disebut RSUD dr. Slamet
Garut adalah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
telah menerapkan status PPK.BLUD penuh.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang
dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh
penyedia barang/jasa.

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorang yang kegiatan
usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

Efisien adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana
dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu
sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Efektf adalah pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah

ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan
sasaran yang ditetapkan.

Terbuka dan Bersaing adalah pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi benyedia
barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di

antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/k riteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Transparan adalah semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa,
termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi,
penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia
barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

Adil/Tidak ‘Diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon

penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak
tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.

Akuntabel adalah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi
kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai
dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan

kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu
dan berkesinambungan.

Swakelola adalah pelaksanaan jasa pemborongan yang dilaksanakan sendiri oleh
instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Pembelian Langsung adalah pembelian barang yang dilakukan secara langsung kepada
penjual barang.

Penunjukan Langsung adalah pengadaan yang dilakukan dengan menunjuk langsung
kepada penyedia barang yang ditunjuk.

19.Pemilihan Langsung adalah cara memilih calon penyedia jasa pemborongan atau

20.

kontraktor yang dipilih, yang selanjutnya dipilih kontraktor yang memiliki nilai tertinggi dari
hasil evaluasi dokumen penawaran tersebut.

Pelelangan Umum adalah pengadaan yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan
berbagai cara atau melalui berbagai media yang dinilai efektif untuk diketahui oleh
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BAB I

KEWENANGAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
Pasal2

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD dr. Slamet Garut, dilakukan berdasarkan
prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek
bisnis yang sehat.

(2) RSUD dr. Slamet Garut: diberikan fleksibilitas berupa peabebasan sebagian atau
seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa
pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan terhadap pengadaan
barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :

a. jasa layanan;

b. hibah tidak terikat;

¢. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal3

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan
oleh Pimpinan RSUD dr. Slamet Garut dan disetujui oleh Bupati.

(2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Pimpinan RSUD dr. Slamet
Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjamin ketersediaan barang
dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan
cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran
pelayanan RSUD dr. Slamet Garut.

Pasal4

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

a. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
dilakukan dengan cara pembelian langsung;

b. pengadaan dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara
penunjukan langsung;

¢. pengadaan dengan nilai lebih dari Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara
pemilihan langsung; dan

d. pengadaan dengan nilai lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
dilakukan dengan cara pelelangan umum.

Pasal5

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, RSUD dr. Slamet Garut dapat
melaksanakan swakelola untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal6
Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananva berasal dari hihah terikat danat. diloliilan
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Pasal7

(1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana_dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 4, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim,
- panitia atau unit pada RSUD dr. Slamet Garut, yang dibentuk oleh Pimpinan RSUD
dr. Slamet Garut yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan
barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD dr. Slamet Garut.

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang
memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan
dengan bidang lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. '

Pasal8

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dim aksud dalam
Pasal 7 ayat (3), dilakukan dengan prinsip-prinsip :

a. obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral,
kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau

jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya
tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;

b. independensi, dalam hal mencegah dan menghindari terjadinya pertentangan

kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, balk
langsung maupun tidak langsung; dan ,

c. saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang
berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan
keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

BAB lli
KERJASAMA
PasaIQ

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD dr. Slamet Garut
dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip
efisiensl, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal10

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), antara
lain :

a. kerjasama operasi.
b. sewa menyewa; dan/atau

c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD dr. Slamet Garut.

(2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan
antara RSUD dr. Slamet Garut dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan
proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan
kedua belah pihak.

(3) Sewa rnenyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan
hak penggunaan/pemakaian barang RSUD dr. Slamet Garut kepada pihak lain atau
sebaliknya, dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka
waktu tertentu, haik sekaligus maupun secara berk ala.
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(4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD dr. Slamet Garut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang
menghasilkan pendapatan bagi RSUD dr. Slamet Garut dengan tidak mengurangi
kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD dr. Slamet Garut.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana
dimaksud aalam Pasal 10, diatur dengan Keputusan Pimpinan RSUD dr. Slamet Garut.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal12

‘Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Garut ini, sepanjarig mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Pimpinan RSUD
dr. Slamet Garut.

Pasal13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar set.ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 16 - 8 - 2010

BUPATI GARUT,
ttd
ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 18 - 8-2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

H. HILMAN FARlp__;_,,__g._g_, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541105 198003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2010 NOMOR 19
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